
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1727, 2020 KEMENKUMHAM. PNS. Jabatan Fungsional 

Kurator Keperdataan. Penyesuaian/Inpassing. 

Pengangkatan. 

 
 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 35 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL  

KURATOR KEPERDATAAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk pengembangan karier, profesionalisme 

Aparatur Sipil Negara dan peningkatan kinerja 

organisasi, serta untuk memenuhi kebutuhan Jabatan 

Fungsional Kurator Keperdataan, instansi pembina 

Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan 

menyelenggarakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke 

dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan melalui 

penyesuaian/inpassing; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 

Fungsional Kurator Keperdataan melalui 

Penyesuaian/Inpassing; 
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Mengingat : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5949); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1135); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang 
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Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 332); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM 

JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN MELALUI 

PENYESUAIAN/INPASSING. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

menetapkan pengangkatan, pemindahan dan 

pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di 

instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB 

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yang 

selanjutnya disingkat JFKK adalah jabatan yang 

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang untuk melaksanakan pengurusan kepentingan 

subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau 

penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi 
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hukum di bidang harta peninggalan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Pejabat Fungsional Kurator Keperdataan yang 

selanjutnya disebut Kurator Keperdataan adalah PNS 

yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk 

melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum 

dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan 

pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang 

harta peninggalan. 

6. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang 

selanjutnya disingkat PPKP adalah suatu proses 

penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat 

penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku 

kerja PNS. 

7. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap 

PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja 

pegawai dan perilaku kerja. 

8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 

adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. 

9. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS 

dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan 

organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. 

10. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian 

terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan/atau sosial 

kultural dari seorang Aparatur Sipil Negara dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. 

11. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan 

dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang 

teknis jabatan. 

12. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, 

diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau 

mengelola unit organisasi. 
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13. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, 

diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman 

berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal 

agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan 

kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi dan prinsip, yang 

harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk 

memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan 

jabatan. 

14. Rekomendasi adalah keterangan hasil Uji Kompetensi 

yang menyatakan tingkat keterampilan/keahlian PNS 

pada jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi 

pembina teknis. 

15. Instansi Pembina JFKK yang selanjutnya disebut Instansi 

Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 

manusia. 

16. Instansi Pengusul Calon Kurator Keperdataan yang 

selanjutnya disebut Instansi Pengusul adalah Direktorat 

Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Balai 

Harta Peninggalan. 

17. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah 

satuan unit organisasi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri. 

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

19. Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 

20. Hari adalah hari kerja. 
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